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Dasar Pelaksanaan :

PPID KOTAWARINGIN BARAT

1.Pasal 7 UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

2.Pasal 12 Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

3.Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
Tentang Standar Layanan Informasi Publik Komisi Informasi.



Pengelolaan PPID sampai dengan 31 Desember 2019
Section 01



Pengelolaan PPID sampai dengan 31 Desember 2019

PPID KOTAWARINGIN BARAT

SLIDE 4

No Uraian Jumlah

1. Jumlah Unggahan Dokumen dan Informasi 2395

- Wajib Berkala 1.590

- Wajib Serta Merta 401

- Wajib Setiap Saat 404

2. Jumlah Unduhan 95.308

3. Jumlah Permohonan Informasi 12



Daftar SKPD Teraktif dalam Pengunggahan Dokumen

PPID KOTAWARINGIN BARAT

SLIDE 5

No Nama SKPD

Jumlah

Wajib

Berkala

Wajib Serta 

Merta

Wajib Setiap

Saat

Total

1. Badan Kesbangpol 118 228 27 373

2. BAPPEDA 272 0 78 350

3. BPKAD 186 0 5 191

4. Ketahanan Pangan 108 0 53 161

5. BPBD 118 42 1 161

6. SETDA 72 3 54 129

7. DISKOMINFO 83 2 31 116

8. DISPORA 96 0 5 101

9. RSUD  SI 16 41 20 77

10. DISDUKCAPIL 27 15 26 68

11. SETWAN 48 0 0 48



Daftar SKPD Teraktif dalam Pengunggahan Dokumen

PPID KOTAWARINGIN BARAT

SLIDE 6

No Nama SKPD

Jumlah

Wajib

Berkala

Wajib Serta 

Merta

Wajib Setiap

Saat

Total

12. DPMD 48 0 0 48

13. DINSOS 37 4 1 42

14. PUPR 38 0 0 41

15. DISPAR 15 4 0 40

16. TPHP 10 0 15 38

17. PERKIM 15 5 17 37

18. Inspektorat 14 0 21 35

19. DPMPTSP 17 0 13 30



Permasalahan Yang Sering Ditemui Dalam Pengelolaan PPID
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Permasalahan Yang Sering Ditemui Dalam
Pengelolaan PPID

The Power of PowerPoint  |  http://thepopp.com

SLIDE 8

Permasalahan

seputar DIP

Permasalahan

pengunggahan infomasi

dan dokumentasi ke

Aplikasi PPID

Pengecualian tanpa 

Uji Konsekuensi

• Belum semua SKPD 

menetapkan dan

menyerahkan SK 

Penetapan PPID 

Pembantu ke PPID Utama

• Belum semua SKPD 

menetapkan DIP

• DIP tidak dimutakhirkan

minimal 6 bulan sekali

• Ketidaksesuaian Jenis 

Klasifikasi Informasi
.

• Masih Terdapat SKPD yg

belum mengunggah dokumen

• Salah Klasifikasi Informasi saat

mengunggah (berbeda dg DIP)

• Informasi dimasukan 

dalam klasifikasi yang 

dikecualikan belum

dilakukan proses Uji 

Konsekuensi. 

SKPD Tidak

Menetapkan PPID 

Pembantu



Daftar SKPD yang belum menetapkan PPID Pembantu

PPID KOTAWARINGIN BARAT

SLIDE 9
No Nama SKPD

1. Dinas P3AP2KB

2. Dinas Perhubungan

3. Sekretariat DPRD

4. Kec.  Arut Utara

5. Kec.  Kumai

6. Kec.  Kotawaringin Lama

7. Kec. Pangkalan Lada

8. Kec. Pangkalan Banteng

9. BPR Marunting Sejahtera



Daftar SKPD yang belum menetapkan DIP

PPID KOTAWARINGIN BARAT

No Nama SKPD No Nama SKPD

1. Inspektorat Kabupaten 10. Satpol PP dan DAMKAR

2. Dinas Perhubungan 11. Disperindagkop, UKM

3. Sekretariat DPRD 12. Sekretariat Daerah

4. Kec.  Arut Utara 13. Dinas DIKBUD

5. Kec.  Kumai 14. Dinas P3AP2KB

6. Kec.  Kotawaringin Lama 15. BPKAD

7. Kec. Pangkalan Lada

8. Kec. Pangkalan Banteng

9. BPR Marunting Sejahtera



Daftar SKPD yang kurang Aktif Mengunggah Dokumen

PPID KOTAWARINGIN BARAT

SLIDE 11

No Nama SKPD

Jumlah

Wajib

Berkala

Wajib

Serta Merta

Wajib

Setiap Saat

Total

1. Kec. Arut Utara 0 0 0 0

2. Kec. Pangkalan Lada 0 0 0 0

3. Kec. Pangkalan Banteng 1 0 0 1

4. Kec. Kumai 2 0 0 2

5. DISHUB 2 0 0 2

6. PDAM Tirta Arut 7 0 0 7

7. BPR Marunting Sejahtera 12 0 0 12

8. DINKES 6 0 6 12

9. BAPENDA 5 3 6 14

10. DISPERINDAGKOP UKM 8 6 0 14

11. Kec. Kotawaringin Lama 13 0 2 15



Daftar SKPD yang kurang Aktif Mengunggah Dokumen

PPID KOTAWARINGIN BARAT

SLIDE 12

No Nama SKPD

Jumlah

Wajib

Berkala

Wajib

Serta Merta

Wajib

Setiap Saat

Total

12. Perikanan 14 2 1 17

13. Kec. Arut Selatan 18 0 0 18

14. BKPP 15 3 0 18

15. Perpus & Arsip 19 2 0 21

16. Peternakan & Keswan 15 1 7 23

17. DLH 23 0 0 23

18. SATPOL PP & DAMKAR 22 3 0 25

19. DP3AP2KB 27 0 0 27

20. NAKERTRANS 18 0 11 29

21. DIKBUD 25 0 4 29



Rekomendasi/saran yang perlu dilakukan oleh PPID 
pembantu dan PPID Utama kabupaten / kota.Section 01



01 02 03 04
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Komitmen

Meningkatkan
komitmen Badan
Publik terhadap
pelaksanaan
Keterbukaan
Informasi Publik

Penetapan PPID

Menetapkan PPID yang 
membidangi tugas & 
fungsi pelayanan
informasi dan
dokumentasi

Membuat SOP

Menyusun & 
menetapkan SOP 
terkait Layanan
Informasi Publik
yang dilaksanakan
pada Badan Publik

Daftar Informasi 

Publik

Menyusun & penetapan
DIP, baik Informasi
Berkala, Informasi
Setiap Saat, Informasi
Serta Merta & Informasi
Yang Dikecualikan, 
dengan dokumen
pendukung untuk
dipublikasikan/ diupload
dlm website SIPPID 
masing-masing

Perlu untuk dilakukan
Untuk meningkatkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi



……lanjutan

5 6

7 8

Pemutahiran 

Melakukan pemutakhiran dan
penetapan Daftar Informasi dan
Dokumentasi Publik secara berkala
(Propinsi merekomendasikan paling 
lama 6 (enam) bulan sekali)

Pembuatan Laporan

Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
pelaksanaan tahun anggaran berakhir,
membuat Laporan Layanan Informasi dan
Dokumentasi Tahunan yang dilaporkan
kepada Atasan PPID 

Ruang Layanan

Menyediakan ruang/meja Layanan
Informasi & Dokumentasi Publik yg
terletak di lokasi yg mudah dijangkau
& dilengkapi dengan sarana & 
prasarana memadai & dikelola oleh 
pejabat fungsional dan/atau petugas
informasi

Penyediaan Anggaran

Menyediakan anggaran yang cukup
bagi terselenggaranya Pelayanan
Keterbukaan Informasi Publik
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TERIMA KASIH

BUKA INFORMASI PUBLIK!!!!


